
SKP
Keberatan

Dari sisi Wajib Pajak:
1.  Menyerahkan data dan/atau

keterangan sebagaimana
permintaan dari DJP

2.Menyampaikan Surat
Tanggapan Hasil Penelitian
Keberatan (Tanggapan SPUH)
dan melakukan pembahasan

Jatuh Tempo: 16 Juli 202516 April 2025 17 April 2025 18 April 2025

Keputusan
Keberatan

16 Juli 2026Maks 15 Juli 2026

10

Maks 10 Januari 2029 6 April 2029

Panitera Pengadilan Pajak
mengirimkan berkas perkara

permohonan  Peninjauan
Kembali ke Mahkamah Agung

Maks 30 hari sejak jawaban
diterima pihak lawan

Mahkamah Agung
mengambil keputusan
sejak berkas diterima

secara lengkap dan dapat
dilakukan pemeriksaan

7 Mar2029

Panitera pengadilan pajak mengirimkan
salinan jawaban dari Pihak lawan kepada

Pemohon PK 

Maks 14 hari sejak diterimanya jawaban
dari pihak lawan

Panitera Pengadilan Pajak mengirimkan
salinan Memori Peninjauan Kembali

kepada Termohon Peninjauan Kembali

Maks 23 Januari 2029

Maks 14 hari sejak permohonan PK
diterima di Pengadilan Pajak

Termohon Peninjauan Kembali
mengirimkan jawaban  (Kontra Memori
PK) kepada Mahkamah Agung melalui

Pengadilan Pajak

21 Feb 2029

30 hari sejak tanggal cap pos pengiriman
atau salinan permohonan diterima

dalam hal diterima secara langsung

Mahkamah Agung mengirimkan
salinan putusan atas permohonan

Peninjauan Kembali kepada
Pengadilan Pajak

9 8

76531 42

17 18 19

11 10

13 14 15 16

12

SKP

Permohonan 
PK

Maks 3 bulan sejak ditemukan bukti baru

Maks 3 bulan sejak putusan dikirim

Maks 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan 

Panitera Pengadilan Pajak
menyampaikan salinan Putusan
tersebut kepada Pemohon  dan

pihak lawan

Salinan Kontra
Memori PK

Alasan Peninjauan Kembali:

1.Putusan didasarkan kebohongan; atau tipu muslihat
pihak lawan;

2.Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan
bersifat menentukan;

3.Dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau
lebih dari pada yang dituntut;

4.Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
pertimbangan sebab-sebabnya;

5.Suatu putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Keputusan Keberatan
diterima Wajib Pajak

Proses Penyelesaian Keberatan

SKP

Proses Penyelesaian Banding

*Sesuai Ps 81 UU PP

Persidangan

Maksimal 12 bulan sejak
Surat Keberatan diterima 

Wajib Pajak  dapat mengajukan
Surat Banding ke Pengadilan

Pajak dalam jangka waktu paling
lama 3 bulan sejak Keputusan

Keberatan diterima

15 Oktober 2026

*Sesuai dengan kebijakan internal kami, pengajuan
dilakukan paling lambat H-7, tanggal 9 Juli 2025

Penyampaian Permohonan Memori PK ke
MA secara langsung melalui Pengadilan

Pajak

ALUR PENYELESAIAN
KEBERATAN, BANDING, & PENINJAUAN KEMBALI

Penerbitan SKP

DJP menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak (SKP)

Pengajuan Keberatan

WP dapat  mengajukan
keberatan maksimal 3 bulan
sejak tanggal SKP dikirim  

Keputusan Keberatan

DJP memberikan
keputusan maksimal 12

bulan sejak surat
keberatan diterima

Pengajuan Banding

 WP dapat mengajukan
permohonan banding maksimal

3 bulan sejak keputusan
keberatan diterima

Jangka waktu sidang
pemeriksaan 12 bulan sejak
Surat Banding diterima dan

dapat diperpanjang maksimal 3
bulan 

Putusan Banding

Putusan Banding akan
diucapkan/diterbitkan oleh

Pengadilan Pajak

Pengajuan
Peninjauan Kembali
Apabila tidak setuju, Pemohon

Banding dapat mengajukan
Peninjauan Kembali ke

Mahkamah Agung (MA) melalui
Pengadilan Pajak 3 bulan sejak

putusan dikirim.

Putusan Peninjauan
Kembali

Mahkamah Agung mengambil
keputusan sejak berkas

diterima secara lengkap dan
dapat dilakukan pemeriksaan

Dari sisi Fiskus (DJP):
1.  Permintaan data dan/atau

keterangan 
2.  Surat Pemberitahuan Untuk

Hadir (SPUH)

Surat Ketetapan
diterbitkan

Surat Ketetapan
dikirimkan ke Wajib

Pajak (WP)

Surat Ketetapan
diterima WP

WP dapat mengajukan surat keberatan ke
DJP melalui Coretax dalam jangka waktu

3 bulan sejak SKP dikirim,  dalam hal
terdapat kendala dapat langsung ke KPP

Wajib Pajak terdaftar

Estimasi lamanya persiapan
persidangan adalah 3-5 bulan

Persiapan Persidangan DJP
menerbitkan Surat Uraian
Banding (SUB) dan Wajib

Pajak menyampaikan Surat
Bantahan SUB

Terbit Keputusan
Keberatan 

Batas Akhir Sidang Pemeriksaan
Formal dan Materi Sengketa

insidensial apabila ada hal-hal khusus

Putusan diunggah di 
e-taxcourt*

Bagi para pihak yang tidak setuju dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) melalui
pengadilan pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang diatur dalam perundang-
undangan.

*Sesuai dengan kebijakan internal kami,
pengajuan dilakukan paling lambat H-7,

tanggal 8 Oktober 2026 

14 Oktober 2027 dapat diperpanjang hingga 13 Januari 2028

Menunggu undangan Sidang
Pengucapan dari Pengadilan Pajak

*Asumsi putusan diunggah pada 
e-taxcourt atau diterima pada 

11 Oktober 2028

*Tanggal merupakan contoh atau illustrasi

Sesuai dengan kebijakan internal kami (TaxPrime) batas waktu penyampaian surat
permohonan di bidang perpajakan selambat-lambatnya disampaikan H-7 hari kalender
sebelum jatuh tempowww.taxprime.net

Pasal 26 UU KUP

Terdapat:
1. Sidang Pemeriksaan Formal 
2. Sidang Materi Sengketa

 jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima dan dapat
diperpanjang maksimal 3 bulan 


